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BAB IV 

ANALISIS MAS}LAH}AH MURSALAH   

TERHADAP TRADISI MIYANG DI DESA WERU 

KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN 

 

Sebagaimana penjelasan bab-bab sebelumnya, dalam bab ini akan 

dianalisis dengan konsep mud}a>rabah, ija>rah dan mas}lah}ah mursalah, diharapkan 

nantinya akan menemukan solusi untuk status hukum sistem kerja sama bagi 

hasil miyang antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Weru Kecamatan 

Paciran Kabupaten Lamongan. Maka dalam bab ini penulis menguraikan tentang 

praktek tradisi miyang yang nantinya akan dipadukan dengan masalah mas}lah}ah 

mursalah untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang akan dijadikan jawaban 

dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.  

A. Analisis Terhadap Praktek Tradisi Miyang di Desa Weru Kecamatan Paciran 

Kabupaten Lamongan 

1. Pelaksanaan Tradisi Miyang  

Manusia sebagai makhluk sosial perlu menggalang kerjasama 

antara  satu dengan yang lain untuk mendapatkan apa yang mereka 

inginkan serta mewujudkan tujuan bersama, walaupun ada sebagian 

pekerjaan yang dapat dikerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. 

Namun pekerjaan yang memerlukan kegotong royongan lebih banyak 

karena manusia pada dasarnya makhluk sosial yang selalu hidup saling 
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bergantung sesama, sebagaimana halnya kerja sama miyang di Desa 

Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dalam kerjasama 

tersebut, pemilik perahu memberikan modalnya dan juga sebaliknya 

nelayan memberikan jasanya untuk mencari ikan dilaut. Jadi masing-

masing pihak mendapatkan apa yang menjadi keinginan mereka. 

Dalam hal ini Islam memang menganjurkan kepada umatnya 

untuk saling tolong-menolong satu sama lain. Seperti dijelaskan dalam 

al-Quran surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut: 

  ......             .......  

.... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran 
  

Bagi hasil miyang yang dilakukan oleh pemilik perahu dan 

nelayan di Desa ini ialah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh 

dua orang atau lebih untuk melaksanakan usaha dalam kerjasama 

mencari ikan di laut dengan tujuan membagi keuntungan yang diperoleh 

sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. 

Dalam hal ini tidak bertentangan dengan pengertian bagi hasil 

mud}a>rabah  menurut hukum Islam, secara umum mud}a>rabah  yaitu suatu 

bentuk kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (sh}a>hib al-ma>l) dan 

pengguna dana (mud}a>rib) yang digunakan untuk aktifitas yang produktif 

di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. 

Pada bab 2 dijelaskan bahwa dalam akad mud}a>rabah  , modal 

yang disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang) dan 
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modal harus disetor tunai kepada mud}a>rib. Ini adalah pendapat 

mayoritas ulama. Di sisi lain, sebagian ulama juga membolehkan modal 

berupa barang inventori ataupun aset perdagangan, bahkan madzab 

Hanbali membolehkan penyediaan aset non-moneter (pesawat, kapal dan 

alat transport) sebagai modal. 

Modal yang digunakan dalam sistem kerja sama bagi hasil 

miyang yakni, berupa perahu dan alat-alat penangkap ikan yang 

digunakan untuk mencari ikan. Dalam hal ini, perahu merupakan ases 

non-moneter yang menurut madzab Hanbali diperbolehkan. Jadi 

menggunakan perahu sebagai modal yang terjadi dalam sistem kerja 

sama bagi hasil miyang tidak bertentangan dengan konsep mud}a>rabah  

dalam Islam. 

 

2. Sistem Penjualan Hasil Tangkapan Miyang 

Sistem penjualan hasil miyang di Desa Weru sebenarnya tidak 

jauh beda dengan sistem penjualan yang selama ini telah terjadi dalam 

kehidupan masyarakat.  Sistem penjualan di Desa Weru di kenal dengan 

dua cara yaitu: 

1. Menjual sendiri ke Pasar, kebanyakan dari hasil miyang yang 

diperoleh dijual sendiri oleh pemilik perahu. Setelah hasil miyang 

ditimbang dan ditentukan kuantitasnya, maka yang bertugas 

menjual hasil miyang adalah si istri pemilik perahu. Dia 
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menawarkan hasil tersebut dengan cara menawarkan ke pedagang di 

Pasar. 

2. Pedagang mendatangi nelayan, cara yang kedua ini yakni ada 

sebagian dari pedagang yang datang sendiri ke tempat untuk 

menawar ikan. Dengan cara ini para nelayan merasa nyaman karena 

mereka tidak perlu menjual hasil tangkapan miyang mereka ke 

pasar. Sehingga dengan cara ini mereka terbantu menghemat biaya 

bensin. Sebaliknya pedagang juga mendapat harga ikan yang lebih 

murah jika datang sendiri ke tempat. 

Dalam pandangan hukum Islam, bahwa konsep akad jual beli itu 

terjadi jika ada tukar menukar dengan cara tertentu atau tukar-menukar 

sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jadi jual 

beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan 

milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
70

 Jadi, ketika pedagang dan 

nelayan sudah saling tukar menukar berupa uang dari pedagang dan 

barang dari nelayan atas dasar saling rela dan berganti hak 

kepemilikannya, maka mereka sudah melakukan akad jual beli yang 

dibenarkan secara Islam.  

 

 

 

 

                                                           
70

 Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), 101. 
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3. Pembagian Keuntungan Bagi Hasil Miyang 

Berdasarkan penjelasan bab III sebelumnya bahwa cara 

pembagian keuntungan kerja sama bagi hasil miyang disesuaikan dengan 

kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Desa Weru Kecamatan 

Paciran Kabupaten Lamongan. Keuntungan yang didapatkan oleh para 

nelayan setiap kali kerja sama miyang tidak menentu karena mereka 

juga bergantung dari sedikit banyaknya jumlah tangkapan ikan di laut. 

Jika mereka mendapat tangkapan yang banyak maka mendapat 

keuntungan yang banyak pula dan jika hanya mendapatkan tangkapan 

ikan sedikit maka sedikit pula keuntungannya. 

Adapun tata cara pembagiannya keuntungan kerja sama tersebut 

sangat sederhana dan hasilnya langsung dibagi rata dengan sistem 

mematok harga minimal Rp. 300.000,00 , semisal sistem perhitungannya 

sebagai berikut: 

Setelah hasil ikan dijual seharga Rp. 1.000.000,00 sebelum dibagi 

uang itu dipotong untuk biaya solar seharga Rp. 200.000,00, sisanya Rp. 

800.000,00 dibagi rata antara pemilik perahu, dua orang pekerja, perahu. 

Jadi masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,00. 

Sebaliknya ketika hasil penjualan ikan seharga minimal patokan 

yakni Rp. 300.000,00 maka uang tersebut dipotong dulu untuk biaya 

solar seharga Rp. 200.000,00 , dan sisanya tidak dibagi rata namun 

dimiliki oleh sipemilik perahu sebagai upah sewa atas perahu. Jadi si 

buruh nelayan tidak mendapat hasil sedikitpun dari pekerjaannya. 
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Maksud dan tujuan tradisi mematok target Rp. 300.000,00 ini 

adalah agar si buruh nelayan semakin giat untuk bekerja mencari ikan di 

laut. Jadi si buruh nelayan diharapkan setiap kali melaut mendapat ikan 

yang sebanyak-banyaknya sehingga ketika ikan dijual lebih dari Rp. 

300.000,00. 

Menurut pandangan hukum Islam bahwa keuntungan adalah 

jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah 

tujuan akhir dari kontrak mud}a>rabah. Syarat keuntungan yang harus 

terpenuhi adalah: kadar keuntungan harus diketahui, berapa jumlah yang 

dihasilkan. 

Keuntungan tersebut harus dibagi secara proporsional kepada 

kedua pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus sudah dijelaskan 

pada waktu melakukan kontrak. Sh}a>hib al-ma>l  berkewajiban untuk 

menanggung semua kerugian dalam akad mud}a>rabah sepanjang tidak 

diakibatkan karena kelalaian mud}a>rib. 

Mengenai keuntungan dalam sistem kerja sama bagi hasil 

miyang, sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di lingkungan Desa Weru 

tersebut. Kadar keuntungannya sudah dijelas disebutkan dalam akad 

meskipun akad tersebut tidak secara tulisan namun secara lisan. 

Ketika nelayan sekali melaut mendapat tangkapan ikan yang 

banyak sehingga mendapat hasil di atas Rp. 300.000,00, maka masing-

masing pihak yakni pemilik perahu, dua orang buruh nelayan dan perahu 

akan mendapatkan pembagian sama rata setelah dikurangi biaya solar. 
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Pembagian tersebut sudah sesuai dengan konsep bagi hasil mud}a>rabah  

dalam Islam yakni harus jelas pembagiannya, apakah setengah, sepertiga 

atau seperempat. 

Di sisi lain, ketika nelayan sekali melaut mendapatkan tangkapan 

ikan yang sedikit sehingga mendapat hasil  Rp. 300.000,00 atau di 

bawahnya, maka uang tersebut dipotong dulu untuk biaya solar seharga 

Rp. 200.000,00 , dan sisanya tidak dibagi rata namun dimiliki oleh 

sipemilik perahu sebagai upah sewa atas perahu. Jadi si buruh nelayan 

tidak mendapat hasil sedikitpun dari pekerjaannya. Pembagian tersebut 

tidak sesuai dengan konsep bagi hasil mud}a>rabah  dalam Islam karena 

pembagian keuntungan dalam sistem bagi hasil mud}a>rabah 

menggunakan prosentase, jadi banyak sedikitnya keuntungan tetap 

dibagi sesuai prosentase yang disepakati. 

Sedangkan dalam konsep ija>rah yakni upah sewa atas perahu 

ketika penghasilan Rp. 300.000,00 ke bawah maka dapat di cermati 

sebagai berikut:  

Ketika nelayan sekali melaut mendapatkan tangkapan ikan yang 

sedikit sehingga mendapat hasil  Rp. 300.000,00 atau di bawahnya, maka 

uang tersebut dipotong dulu untuk biaya solar seharga Rp. 200.000,00, 

dan sisanya tidak dibagi rata namun dimiliki oleh sipemilik perahu 

sebagai upah sewa atas perahu. Menurut Jumhur Ulama rukun ija>rah ada 

empat, yaitu: 

a. Dua orang yang berakad. 
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b. Sighat (ija>b dan qabu>l). 

c. Sewa atau Upah. 

d. Manfaat. 

Adapun syarat-syarat upah sebagaimana yang ditulis Nasrun 

Harun bahwa upah atau sewa dalam ija>rah harus jelas, tertentu dan 

sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Dalam sistem kerja sama bagi 

hasil miyang, upah sewa atas perahu ketika penghasilan Rp. 300.000,00 

ke bawah merupakan upah yang tidak jelas karena buruh nelayan tidak 

mendapatkan upah sama sekali dari pekerjaannya ketika melaut. 

Meskipun buruh nelayan mendapat upah satu ember ikan sebagai uang 

makan mereka, namun buruh nelayan mempunyai hak upah atas 

pekerjaannya yang wajib dipenuhi oleh sipemilik perahu. 

Islam mengajarkan bahwa di antara kewajiban seorang majikan 

adalah memperhatikan upah pekerjanya. Janganlah ia sengaja menunda 

padahal ia mampu menunaikannya tepat waktu. Nabi Muhammad saw 

bersabda: 

Artinya:”Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Muhammad saw 

bersabda: Allah swt berfirman: ada tiga orang yang kami 

memusuhi mereka di hari kiamat, yaitu seseorang yang 

memberi dengan namaku kemudian ia menipu dan 

seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan 

uang penjualannya, dan seseorang yang memperkerjakan 
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pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya 

namun tidak dibayar upahnya".
71

 

 

Berdasarkan hadis tersebut, maka sesungguhnya seorang pekerja 

berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan 

semestinya dan sesuai kesepakatan atau perjanjiannya 

Menurut hemat penulis, seharusnya sistem kerja sama miyang 

menggunakan sistem mud}a>rabah murni sehingga lebih adil dan 

menguntungkan, karena dengan menggunakan sistem tersebut maka 

baik sipemilik perahu maupun buruh nelayan sama-sama diuntungkan 

dan tercipta prinsip keadilan berakad dalam Islam. Jika menggunakan 

sistem mud}a>rabah dan ija>rah, maka buruh nelayan seharusnya 

mendapatkan  bagian dari sisa potongan solar ketika pendapatan Rp. 

300.000,- atau di bawahnya sehingga upah dari pekerjaannya menjadi 

jelas. Selain itu, perlu juga adanya perubahan sistem keuntungan perahu 

yakni dengan mengkhususkan keuntungan sendiri untuk perahu 

sebagaimana solar. Jadi setelah dikurangi biaya perahu dan solar lantas 

kemudian sisanya di bagi pihak yang berakad. 

 

B. Analisis Mas}lah}ah  Mursalah Terhadap Tradisi Miyang di Desa Weru 

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan 

Sebagaimana halnya metode ijtihad lainnya, mas}lah}ah  mursalah juga 

merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara 

                                                           
71

 Al-Ima>m al-Buh}a>ri, Shahih Bukhari Juz 6, (Beirut: Da>r al Kutub Al-Ilmiyyah, 2009), 59. 
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eksplisit dalam al-Qur’an dan Hadis. Hanya saja metode ini lebih 

menekankan pada aspek mas}lah}ah  secara langsung. Berhujjah dengan 

mas}lah}ah  mursalah merupakan sesuatu yang rajih dalam mengikuti 

kebutuhan manusia yang selalu dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. 

Berdasarkan penjelasan pada bab II dapat diketahui bahwa obyek 

lapangan mas}lah}ah mursalah selain yang berlandaskan pada hukum syara’ 

secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu 

manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama 

untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk 

dalam lapangan tersebut. Tradisi kerja sama bagi hasil miyang merupakan 

suatu adat kebiasaan masyarakat Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten 

Lamongan dan juga merupakan bentuk kegiatan bermuamalah untuk 

mecukupi kebutuhan perekonomian masyarakat. 

Dilihat dari mas}lah}ah  berdasarkan tingkat kebutuhannya, Tradisi 

kerja sama bagi hasil miyang termasuk dalam mas}lah}ah  d{aru>riyyat. Adapaun 

mas}lah}ah  d{aru>riyyat adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan 

kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting 

kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi 

kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. 

Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan 

harta. Segala perintah agama ditetapkan untuk kebaikan manusia, baik 
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dalam kehidupan agama dunia maupun di akhirat. Atas dasar inilah para 

ulama menetapkan kaidah berikut; 

Artinya: meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
72

 

Para ulama dalam merumuskan suatu keputusan hukum Islam 

menggunakan pendapat-pendapat para sahabat, terbukti bahwa sejak masa 

sahabat dan generasi sesudah mereka ternyata menggunakan mas}lah}at 

rajihah (kuat) untuk menetapkan hukum suatu peristiwa. Padahal maslahat 

yang mereka jadikan dasar untuk penetapan hukum tidak didukung oleh dalil 

yang memerintahkan mewujudkannya. Praktek seperti ini tidak dibantah 

oleh seorangpun sahabat. Ini dapat dikatakan sebagai ijma’ sahabat untuk 

menggunakan mas}lah}ah mursalah sebagai dalil untuk menetapkan hukum. 

Berdasarkan hal tersebut para ulama memyusun syarat-syarat mas}lah}ah  

yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. 

Sementara itu Imam Malik menetapkan beberapa syarat agar 

mas}lah}ah dapat dijadikan sebagai dasar hukum.
73

 Adapun syarat-syarat 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Mas}lah}ah tersebut bersifat reasonable (ma’qul) dan relevan (munasib) 

dengan kasus hukum yang ditetapkan. 

                                                           
72

 H.A. Djazuli, Kaidah-kaidah fikih, (Jakarta: Kencana, 2011), 08. 
73

 Faturrahman Jamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142. 
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b. Mas}lah}ah tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang d{aruriyyat 

dan menghilangkan kesulitan (raf’u al haraj), dengan cara 

menghilangkan masyaqa>t dan madharat. 

c. Mas}lah}ah tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum 

(maqa>s}id syari’ah), dan tidak bertentangan dengan dalil syara yang 

qath’i. 

Tradisi kerja sama bagi hasil miyang yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sudah memenuhi 

tujuan syara di antaranya yaitu: 

a. Mas}lah}ah tersebut bersifat reasonable (ma’qul) dan relevan (munasib) 

Sistem kerja sama bagi hasil miyang merupakan sistem kerja 

sama yang sangat rasional atau dapat diterima oleh akal, karena dari 

sistem kerja sama ini maka pemilik perahu dan nelayan sama-sama 

mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, sistem ini sangat bermanfaat 

bagi kedua belah pihak dan relevan untuk kemaslahatan dalam hal 

kebutuhan perekonomian mereka. 

b. Maslahah harus d{aruriyyat dan menghilangkan kesulitan 

Kemaslahatan dalam sistem kerja sama bagi hasil miyang yang 

dilakukan masyarakat Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten 

Lamongan merupakan kemaslahatan yang pokok (primer), karena 

mereka menggantungkan kehidupan dari pekerjaannya sebagai nelayan 

yang dijadikan sebagai mata pencaharian pokok mereka. Jika mereka 
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tidak melakukan kerja sama ini maka akan menganggu keberlangsungan 

perekonomian mereka. Dengan kegiatan kerja sama bagi hasil miyang, 

berguna untuk menghilangkan kesulitan mereka yakni sipemilik perahu 

membutuhkan keahlian buruh nelayan begitupun buruh nelayan 

membutuhkan modal dari sipemilik perahu. Jadi mereka bersimbiosis 

mutualisme dalam hal pekerjaan mencari ikan untuk mencukupi 

kebutuhan perekomomian mereka. 

c. Maslahah sesuai dengan maqa>s}id syari’ah, dan tidak bertentangan 

dengan dalil syara 

Tradisi kerja sama bagi hasil miyang yang dilakukan 

masyarakat Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan 

sebagai bentuk mencukupi kebutuhan dasar mereka yakni harta (Hifz al-

Ma>l) dalam tingkatan d{aru>riyyat. Mereka melakukan kegiatan 

bermuamalah melalui kerja sama bagi hasil miyang untuk mencukupi 

kebutuhan perekonomian mereka. Dan hal tersebut sudah sesuai dengan 

konsep maqa>s}id syari’ah. Sistem kerja sama tersebut tidak bertentangan 

dengan hukum Islam jika mendapat hasil di atas Rp. 300.000,00 karena 

sudah sesuai dengan konsep mud}a>rabah. Sebaliknya jika mendapat hasil 

Rp. 300.000,00 atau dibawahnya maka bertentangan dengan konsep 

ija>rah  karena tidak memenuhi syarat rukunnya yakni upah dalam sistem 

kerja sama ini yang belum jelas. 

Menurut hemat penulis, berdasarkan penjelasan di atas jika 

dikaitkan dengan konsep mas}lah}ah  mursalah maka penulis 
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menyimpulkan bahwa sistem kerja sama bagi hasil miyang Desa Weru 

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sangat bermanfaat bagi 

penduduk di Desa tersebut karena sistem ini sudah memenuhi syarat-

syarat mas}lah}ah  mursalah yakni masuk akal dan relevan, d{aru>riyyat dan 

menghilangkan kesulitan, sesuai dengan konsep maqa>s}id syari’ah dan 

tidak bertentangan dengan dalil syara. Namun dalam hal ini, dikatakan 

maslahah jika menggunakan sistem mud}a>rabah murni dan tidak 

dianggap sebagai sebuah kemaslahatan jika menggunakan sistem 

mud}a>rabah  dan ija>rah. 

Tradisi kerja sama bagi hasil miyang merupakan adat yang dapat 

menyejahterakan penduduk Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten 

Lamongan meskipun sistemnya sedikit ada mafsadahnya. Oleh sebab 

itu, maka hampir tidak ada mas}lah}ah  yang tidak bercampur dengan 

mafsadah. Begitu juga mafsadah dalam segala hal hampir tidak ada yang 

tidak bercampur dengan mas}lah}ah . Di antara mas}lah}ah -mas}lah}ah  

sendiri tidak sama kekuatannya, dilihat dari segi kehajatan manusia 

padanya. Demikian juga di antara mafsadah-mafsadah juga tidak sama 

kekuatan bahayanya bagi manusia. Oleh karena itu, yang selalu dipakai 

pertimbangan adalah menarik mas}lah}ah  yang lebih besar untuk manusia 

yang lebih besar untuk manusia dan menghindarkan madharat 

(kerusakan) yang lebih berbahaya dari manusia.  


